SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023

Menimbang

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah merupakan perwujudan dari kewajiban
kenegaraan dalam rangka keseimbangan hak dan
kewajiban warga negara serta merupakan salah satu
instrumen utama kemandirian fiskal daerah untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pembangunan guna terwujudnya Kkesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi
dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian
Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/2437/Keuda
tanggal 7 Mei 2026 hal Hasil Evaluasi Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, penyesuaian terhadap
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
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Daerah dan Retribusi Daerah serta kondisi daerah
maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7029);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20'21 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau

Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang

disediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa
meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan
minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan

setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta
penyajian berdasarkan pesanan;
2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh
pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana
proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan;
dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa
peralatan dan petugasnya.
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan

dan/atau Minuman:
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a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya
tidak melebihi Rp1.500.000 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang
tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau
Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau
Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan
usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa

menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

2. Ketentuan angka 5 ayat (7) Pasal 72 dihapus, sehingga

Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

6)

Pasal 72
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan
ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (5) dilakukan setiap masa Pajak.
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD
dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
Besaran  sanksi administratif berupa  denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib
pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
meliputi:

1. bencana alam;
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2. kebakaran;

3. kerusuhan massal atau huru-hara;

4. wabah penyakit.

5. dihapus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 74 dihapus, sehingga

Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(5)

Pasal 74
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
huruf a meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar.
e. dihapus.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek
atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian
detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;
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b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak peraturan Bupati ditetapkan.

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan
jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat,
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

dan pihak swasta.

Pasal 83 dihapus.

Ketentuan ayat (2) Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 86

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa

yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan;

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalan;

d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan
atau villa;

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

f. pelayanan jasa kepelabuhanan;

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga;

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang
dengan menggunakan kendaraan di air;

i. penjualan hasil produksi usaha daerah;
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(5)

(6)

(7)

-

j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset
daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Kabupaten berdasarkan jasa atau pelayanan yang

diberikan dan kewenangan Kabupaten sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek

atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian
detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang Keuangan.

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam

peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari keija
sejak peraturan Bupati ditetapkan.

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan

jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan
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usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan

pihak swasta.

6. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(5)

Pasal 105

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah Ini.
Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa
pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf j, bentuk
pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara
penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda ini.
Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata
cara penghitungan besaran tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan
Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik
daerah berupa:
a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
b. Kerjasama pemanfaatan;
c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. Kerjasama penyediaan infrastruktur,
Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap
pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
Bentuk  pemanfaatan barang  milik  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
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(6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Ketentuan ayat (2) Pasal 124 diubah, sehingga Pasal 124

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 75
ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) wajib membayar atas
pelayanan yang diterima.

(2) Wajib  Retribusi yang  tidak  melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
peringatan tertulis;

d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) dari
tarif untuk setiap bulan keterlambatan, paling
lama 12 (dua belas) bulan;

e. penghentian sementara kegiatan;

f. penghentian tetap kegiatan;

g. pembekuan izin; dan/atau

h. pencabutan izin.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d disetorkan ke Kas Negara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan huruf e ayat (10) Pasal 149 dihapus, sehingga
Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan
daerah kepada wajib pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau

pelaporan pajak; dan/atau
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(5)

(6)

(7)
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b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang
mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada

waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami
kesulitan likuiditas atau kendaraan kahar Wajib
Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan
Pajak pada waktunya.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajakterutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Dalam hal pemberian fasilitas angsuran atau
penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir.
Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
a. menyutujui jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai

dengan permohonan Wajib Pajak;
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(10)

(11)
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b. menyutujui sebagian jumlah angsuran Pajak
dan/atau masa angsuran atau lamanya
penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran
atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk
jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Keadaan kahar sebagaiman dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (4) meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit.

dihapus.

o a0 o

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan
tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah

diatur dengan Peraturan Bupati

Ketentuan ayat (2) Pasal 151 diubah, sehingga Pasal 151

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.
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(2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan
Opsen BBNKB, mulai berlaku paling lambat pada
tanggal 5 Januari 2025.

10. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang
merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda
atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan
masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya
Perda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama sampai
tanggal 4 Januari 2024,

b. Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset
daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam
Perda atau Perkada mengenai pengelolaan barang
milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai
dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini
paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
dan

c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang
milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan
perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya

masa perjanjian.

11. Ketentuan Huruf A, Huruf B Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah diubah dan Huruf E dihapus, sehingga menjadi
sebagaimana tercamtum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.
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12. Ketentuan Huruf A, Huruf C, Huruf D, Huruf F, Huruf G,
Huruf [ dan Huruf J Lampiran II Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercamtum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 9 Juni 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

SYAFARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (1-12/2026)

Salinan sgsyaj dengan aslinya
KEPALA AN HUKUM,

YUNITA, ., M.H
NIP. 197 51998032001



